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PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
NOMOR : 25/Permentan/OT.140/5/2009 

TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTANIAN, 

Menimbang :  a.  bahwa programa penyuluhan pertanian merupakan rencana 
tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan 
arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian 
tujuan penyuluhan melalui programa penyuluhan 
kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa 
penyuluhan provinsi dan programa penyuluhan nasional 
sesuai dengan kebutuhan; 

 b.  bahwa programa penyuluhan pertanian yang disusun setiap 
tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan 
memperhatikan keterpaduan, kesinergian dan siklus 
anggaran masing-masing tingkatan yang mencakup 
pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai 
dasar pelaksanaan penyuluhan; 

 c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sebagai 
pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan, dipandang perlu menetapkan Pedoman 
Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian; 
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Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4660); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4216) 
juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto 
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara 
Republik Indonesia;  
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10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT. 
140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
11/Permentan/OT.140/1/2007; 

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/ 
9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2007; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :   PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN 
PERTANIAN.  

Pasal 1 
Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian seperti tercantum pada 
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 2 
Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pelaksanaan penyusunan programa 
penyuluhan pertanian bagi penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan/atau penyuluh 
swadaya.      

Pasal 3 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan  di Jakarta 
pada tanggal  13 Mei 2009  
MENTERI PERTANIAN, 
 
ANTON APRIYANTONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Mei 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 
 
ANDI MATTALATTA 
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
NOMOR : 25/Permentan/OT.140/5/2009 
TANGGAL : 13 Mei 2009 

 
 

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN  
 

I. PENDAHULUAN 
 

A.  Latar Belakang 
 

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) mengamanatkan bahwa 
penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggungjawab 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggungjawab pemerintah 
tersebut diwujudkan antara lain dengan menyelenggarakan Revitalisasi 
Penyuluhan Pertanian yang meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan, 
ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan 
penyuluhan. 
 
Agar Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dapat berjalan secara produktif, efektif 
dan efisien, perlu dilakukan identifikasi sumberdaya dan program-program 
pembangunan pertanian, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta 
maupun masyarakat. Hal tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan rencana 
penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang komprehensif dengan memadukan 
seluruh sumberdaya yang tersedia.   
 
Programa penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara 
sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali 
pencapaian tujuan penyuluhan. Programa penyuluhan pertanian yang disusun 
setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan 
memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan 
pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya sebagai pelaksanaan penyuluhan.  
 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan (SP3K) juga mengamanatkan bahwa programa 
penyuluhan pertanian terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan atau unit 
kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan 
kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi dan programa penyuluhan 
nasional. Agar programa penyuluhan ini dapat merespon secara lebih baik 
aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha di perdesaan, penyusunan programa 
penyuluhan diawali dari tingkat desa/kelurahan. 
 
Programa penyuluhan pertanian disusun dengan memperhatikan keterpaduan 
dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan. Keterpaduan 
mengandung maksud bahwa programa penyuluhan pertanian disusun dengan 
memperhatikan programa pertanian penyuluhan tingkat kecamatan, tingkat 
kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional, dengan berdasarkan 
kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksudkan 
dengan kesinergian yaitu bahwa programa penyuluhan pertanian pada tiap 
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tingkatan mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung. Dengan 
demikian semua programa penyuluhan pertanian selaras dan tidak bertentangan 
antara programa penyuluhan pertanian dalam berbagai tingkatan. 
 
Berbagai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan programa penyuluhan 
pertanian antara lain sebagai berikut:  
1) belum tertibnya penyusunan programa penyuluhan pertanian di semua 

tingkatan;  
2) naskah programa penyuluhan pertanian belum sepenuhnya dijadikan 

sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian; 
3) keberadaaan penyuluh pertanian tersebar pada beberapa dinas/instansi, 

baik di provinsi maupun kabupaten/kota;  
4) programa penyuluhan pertanian kurang mendapat dukungan dari 

dinas/instansi terkait;  
5) penyusunan programa penyuluhan pertanian masih didominasi oleh petugas 

(kurang partisipatif). 
 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), maka programa 
penyuluhan pertanian diharapkan dapat menghasilkan kegiatan penyuluhan 
pertanian spesifik lokalita yang strategis dan mempunyai daya ungkit yang tinggi 
terhadap peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah dan pendapatan 
petani. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam programa 
penyuluhan pertanian ini akan mampu merespon kebutuhan pelaku utama dan 
pelaku usaha dan memberikan dukungan terhadap program-program prioritas 
dinas/instansi terkait. 
 
Programa penyuluhan pertanian di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, 
dan desa/kelurahan akan menentukan besarnya pembiayaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan penyuluhan 
pertanian. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2006 yang menyebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di 
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan bersumber dari APBD 
yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan programa penyuluhan. 
 
Dengan memposisikan programa penyuluhan pertanian secara strategis, maka 
diharapkan masalah-masalah yang selama ini dirasakan menghambat 
persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan programa penyuluhan pertanian 
dapat diatasi.  
 
Guna menyediakan acuan bagi seluruh penyelenggara penyuluhan pertanian di 
pusat dan daerah sebagai dasar persamaan persepsi dalam persiapan, 
perencanaan, dan pelaksanaan programa penyuluhan pertanian, dipandang 
perlu untuk menerbitkan Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan 
Pertanian. 
 
 
 


